PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

SEKRETARIAT DAERAH

Jin. Jend Sudirman No.1 Lubuk Basung Telp.(0752) 76301,Fax (0752) 76310
Website: agamkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR {9 TAHUN 2026

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

Menimbang : a. bahwa pengklasifikasian Informasi Publik merupakan
penetapan Informasi sebagai informasi yang
dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang
keterbukaan informasi publik;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, penetapan
pengklasifikasian informasi ditetapkan oleh PPID di
setiap Badan Publik berdasarkan uji konsekuensi
secara seksama dan penuh ketelitian sebelum
menyatakan Informasi Publik tertentu di kecualikan
untuk di akses setiap orang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan keputusan Sekretaris Daerah tentang
klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Agam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6967);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam
sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

KEDUA ¢ Klasifikasi Informasi yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu
sebagai acuan pelayanan Informasi Publik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di, Lubuk basung
pada tanggal 2. Juli 2026

SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI PAN DOKUMENTASI,

MHD LUTFI AR
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM

NOMOR {9 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMAS! YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN AGAM PADA PPID

c y - X Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
Jenis Informasi Dasar Hukum Pengecualian Infromasi Dibuka Ditutup
Data Kepegawaian
1 Dokumen/Database/Biodata ASN, |UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal |Mengungkap data pnbadi |Melindungi data pribadi  |Tidak Terbatas
data pribadi Pejabat, Daftar Urut 17 huruf h pegawail yang bersifat pegawai yang bersifat
Kepegawaian (DUK]/ Bezzeting rahasia rahasia
2 Sasaran kinerja pegawai (SKP}, 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Mengungkap data pribadi |Melindungi data pribadi  [Tidak Terbatas
Rencana kerja pegawai, Capaian pasal 17 huruf h pegawai yang bersifat pegawai yang bersifat
kerja pegawai, dan Hasil evaluasi rahasia rahasia
kapabilitas/ intelektualitas/
kompetensi/ Evaluasi kinerja
3
2 UU No. 5 Tahun 2014 tentang pokok
pokok kepegawaian.
3 PP No. 46 Tahun 2011 tentang
penilaian prestasi kerja ASN.
4 UU No. 20 tahun 2003 tentang ASN
5 Pératuran Pemerintah Rl No. 17 tahun
2020 tentang perubahan atas
peraturan pemerintah No. 11 tahun
2017 tentang manajemen ASN
3 Data usulan pengangkatan / Mutasi |UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal  [Mengungkap data pnbadi [Melindung: data pribadi  |Tidak terbatas
pegawni dalam jabatan struktural 17 huruf h pegawai yang bersifat Fpeg-m yang bersifat
dan fungmional rahasia rahasia
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Jenis Informasi

Dasar Hukum Pengecualian Infromasi

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik

Dibuka

Ditutup

Jangka Waktu

4  Daftar kenaikan pangkat pegawai UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal |Mengungkap data pribadi |Melindungi data pribadi  |Tidak terbatas
berkala / reguler 17 huruf h pegawai yang bersifat pegawai yang bersifat
rahasia rahasia
5 Daftar Kekayaan, Keuangan, Aset, 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Mengungkap data pribadi [Melindung data pribadi  |Tidak Terbatas
Pendapatan, Utang/ rekening Bank Pasall7 Huruf h ASN yang bersifat rahasia|ASN yang bersifat rahasia
ASN
2 Peraturan pemerintah Rl no. 5 tahun
2024 tentang perubahan ke sembulan
belas atas peraturan pemerintah
6 Dokumen dan berita acara UU No. 14 tahun 2008 tentang Penyalahgunaan oleh Melindungi data pribadi |Tidak terbatas
pembinaan ASN keterbukaan informasi publik pasal 17 pihak tertentu dari penyalahgunaan
7 Dokumen usulan promosi, mutasi UU no. 14 tahun 2008 tentang Dapat mengganggu Mengamankan proses Terbatas, selama belum
dan rotasi pegawai keterbukaan infromasi publik pasal 17 proses penyusunan penyusunan kebijakan ditetapkan, atas dasar
kebijakan surat permintaan
8 Identitas ASN dan Non ASN yang 1. UU no. 14 tahun 2008 tentang 1. Mengungkap data 1. Melindungi data Tidak terbatas
dijatuhi hukuman disiplin keterbukaan infromasi publik pasal 17 pribadi seorang ASN pribadi ASN yang
huruf h bersifat rahasia
2. UU No. 20 tahun 2003 tentang ASN 2. Dapat menghambat 2. Memperlancar proses
proses penegakan penegakan hukum
hukum
9 Rincian data gaji, piutang dan 1. UU no. 14 tahun 2008 tentang Penyalahgunaan data Melindung dari Tidak terbatas.
tunjangan pegawai keterbukaan infromasi publik pasal 17 [oleh pihak tertentu penyalahgunaan Ctt : Kecuali ada izin dari
yang bersangkutan
2. Peraturan pemerintah Rl no. 5 tahun
2024 tentang perubahan ke sembulan
belas atas peraturan pemerintah
10 Identitas pegawai yang izin PP no. 45 tahun 1990 tentang perubahan |Penyalahgunaan data Melindungi dan Tidak terbatas.
perkawinan/ perceraian atas PP no. 10 tahun 1983 tentang izin oleh pihak tertentu penyalahgunaan Ctt : Kecual ada izin dari
perkawinan dan perceraian bagi PNS yang bersangkutan
11 Nilai Hasil test ( Tes Potensi UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal |Mengungkap data pribadi|Melindung: data pribadi | Tidak Terbatas
Akademik, Psikotest, Tes Kesehatan |17 hurufh pegawai yang bersifat pegawai yang bersifat
dan Wawancara) dalam rangka rahasia rahasia

penerimaan Calon pegawai
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No

Jenis Informasi

Dasar Hukum Pengecualian Infromas:

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik

Dibuka

] Ditutup

Jangka Waktu

1L

Administrasi dan Laporan Keuangan

1

Arsip dinamis, aktif dan inaktif yang
berisikan dokumen keuangan sbb : -
SPJ berikut lampirannya
dokumennya anggaran dan
otoritasnya. -Surat pencairan
anggaran, bukt pembayaran, nomor
rekening, serta rincian penggunaan
anggaran detail

Pasal 17 hurufa, d dan h UU RI No. 14
tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik

Mengungkap rahasia
ekonomik/ keuangan
yang dapat menghambat
proses
pemeriksaan/audit dan
disalahgunakan oleh
pihak yang tidak
bertanggung jawab

Menjaga akuntabilitas
dan mencegah
penyalahgunaan
informasi keuangan oleh
pihak yang tidak
bertanggung jawab

Menyesuaikan dengan
pedoman Jadwal Retensi
Arsip (JRA)

2. Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi

2 Dokumen pertanggungjawaban UU No 14 tahun 2008 tentang KIP pasal |Dapat disalahgunakan Dapat melindungi Tidak terbatas
keuangan/ bukti-bukti pengeluaran |17 hurufi untuk kepentingan pihak {akuntabilitas keuangan
termasuk buku bendaharawan dan tertentu yang bukan
buku bantu lainnya. menjadi kewenangannya
3 Arsip dinamis yang menurut sifatnya (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal |Merugikan proses Melindungi kerahasiaan |Menyesuaikan dengan
rahasia 17 huruf (h) penyusunan kebijakan |dokumen pedoman Jadwal Retensi
artau menghambat Arsip (JRA)
kesuksesan Kebijakan
Karena adanya
pengungkapan secara
prematur
4  Dokumen keuangan internal belum |UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Data keuangan internal |Menurunkan Terbatas sampai dokumen
selesai di audit. yang belum final kepercayaan, spekulasi  |selesai di audit
(unaudited) jika negatif, ketidakpastian
dipublikasikan dapat dalam pengambilan
menyebabkan kesalahan [keputusan.
dalam mengambil
kebijakan
5 Nota dinas terkait permasalahan Pasal 17 huruf b dan huruf 1UU No.14 [Menggangu proses Menjaga objektifitas Tidak terbatas
interen kantor tahun 2008 tentang Keterbukaan pengambilan kebijakan / |proses pengambilan
Infromasi Publik keputusan kebiyakan / keputusan
6 Dokumen pertanggung jawaban 1. UU No. 14 tahun 2008 tentang Penyalahgunaan Melindungi kerahasiaan |Terbatas sampai dokumen
keuangan : SPJ, SPP, SPM dan SP2D keterbukaan informasi publik infromasi dokumen selesai di audit
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Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik

Jangka Waktu

No Jenis Informasi Dasar Hukum Pengecualian Infromasti Dibuka Ditutup
7  Surat rahasia 1. UU No. 43 tahun 2009 tentang Menggangu kebijakan Mendukung kebijakan Tidak terbatas
kearsipan pemerintah/ pimpinan pemerintah/ pimpinan
2, UU No. 14 tahun 2008 tentang
keterbukaan informasi publik pasal 17
huruf i dan j
8 Dokumen laporan keuangan 1. UU No. 43 tahun 2009 tentang Dapat mengganggu Mengamankan rahasia Terbatas sampai dokumen
kearsipan kebijakan negara dan mendukung |selesai di audit
2. UU no. 14 tahun 2008 tentang
keterbukaan infromasi publik pasal 17
huruf b, i dan j
9 Dokumen internal dan yang masih  |UU No. 14 tahun 2008 pasal 17 hurufi Merugikan proses Melindungi kerahasiaan |Tidak terbatas
dalam proses (draft kebijakan, penyusunan kebijakan |dokumen dalam proses
notulen rapat strategis, hasil audit karena pengungkapan pengambilan keputusan
yang belum final, dan surat yang bersifat prematur
menyurat internal terbatas
10 1 Dokumen Pembayaran TPP UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal |dapat disalahgunakan Dapat disalahgunakan Terbatas sampai dokumen
17 huruf h untuk kepentingan pihak |untuk kepentingan pihak |selesai di audit
tertentu yang bukan tertentu yang bukan
menjadi kewenangannya [menjadi kewenangannya
11 Semua dokumen penerbitan SP2D Pasal 17 huruf h Undang-undang No. 14 |Dapat disalahgunakan Terbatas sampai dokumen
(Belanja operasi, belanja modal, tahun 2008 tentang keterbukaan oleh pihak-pihak yang selesai di audit
hibah, bantuan keuangan, belanja  |informasi publik tidak bertanggungjawab
udak terduga, subsidi, dll)
12 Dokumen Internal yang Belum Final |UU KIP Pasal 17 hurufi Menimbulkan Mengurangi keterbukaan |Terbatas, Sampai
misinformasi proses perumusan disahkan oleh Instansi
kebijakan, namun Terkait
menghindan
kesalahpahaman akibat
informasi yang belum
valid
13 Draf DPA OPD Permendagri No. 14 Tahun 2025 Menimbulkan penilaian |Penétapan nila: anggaran |Terbatas, Sampai
penyusunan APBD yang tidak objektif yvang akurat disahkan
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; - ; ; Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
Jenis Informasi Dasar Hukum Pengecualian Infromasi Dibuka Ditutup
14 Sifat/ dokumen yang diterima UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal |Merugikan proses Melindungi kerahasian Tidak terbatas
Instansi yang substansinya 17 huruf i penyusunan kebijakan  [dokumen
dinyatakan rahasia oleh pemberi
surat atau dokumen
Laporan Barang Milik Daerah (Aset)
1  Dokumen aset dan operasional belum|UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Data aset dan operasional|Menjaga kerahasiaan Terbatas sampai dokumen
selesal di audit yang belum final, dokuymen selesai di audit
(unaudited) yang belum
final dapat menyebabkan
kesalahan dalam
pengambilan kebijakan.
2 Dokumen penggunaan, pemanfaatan, | 1. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Dapat disalahgunakan Terbatas sampai dokumen
pemindahtanganan dan penghapusan Nomor 14 tahun 2008 tentang oleh pihak-pihak yang selesai di audit
BMD yang sedang dalam proses Keterbukaan Informasi Publik tidak bertanggungjawab
(surat, nota dinas, berita acara surat
keputusan, naskah perjanjian hibah)
2 Peraturan Menten Keuangan Rl Nomor
218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara
Penyimpanan Dokumen Kepemilikan
Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32
3  Data BMD berupa tanah yang belum | 1. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Dapat disalahgunakan Terbatas sampai proses
memiliki surat bukti kepemilikan Nomor 14 tahun 2008 tentang oleh pithak-pihak yang sernfikasi atau
(Kecuali untuk keperluan audit) Keterbukaan Informasi Publik tidak bertanggungjawab dilegalisasikan
2 Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomeor
218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara
Penyimpanan Dokumen Kepemilikan
Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32
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_ 1 ‘ ! Konsekuensi/Perumbangan Bagi Publhik Jangka Waktu
Jenis Informasi Dasar Hukum Pengecualian Infromasi Dibuka Ditutup
4 Dokumen BPKB (Buku Pemilik 1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Dapat disalahgunakan Terbatas sampai selama
Kendaraan Bermotor) milik BMD/ Nomor 14 tahun 2008 tentang oleh pihak-pihak yang kendaraan masih tercatan
Pemenintah Keterbukaan Informasi Publik tidak bertanggungjawab Aset Aktf Pemerintah dan
belum dilakukan
penghapusan atau
pemindah tanganan resmi
2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara
Penyimpanan Dokumen Kepemilikan
Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32
S Dokumen STNK (Surat Tanda Nomor | 1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Dapat disalahgunakan Terbatas sampai selama
Kendaraan] miik BMD/Pemerintah Nomor 14 tahun 2008 tentang oleh pihak-pihak yang kendaraan masih tercatan
Keterbukaan Informasi Publik tidak bertanggungjawab Aset Aktif Pemerintah dan
belum dilakukan
penghapusan atau
pemindah tanganan resmi
2 Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor
218/PMK.06 /2015 tentang Tata Cara
Penyimpanan Dokumen Kepemilikan
Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32
6  Sertifikat Tanah, Lahan, §m¢unan 1. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Dapat disalahgunakan Terbatas sampai terdapat
milik BMD/ Pemerintah Nomor 14 tahun 2008 tedtang oleh pihak-pihak yang pembukaan resmi dalam
Keterbukaan Informasi Publik tidak bertanggungjawab rekapitulasi aset yang
telah di audn
2 Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor
218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara
Penyimpanan Dokumen Kepemilikan
Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32
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No

Jenis Informasi

Dasar Hukum Pengecualian Infromasi

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik

Dibuka

Ditutup

Jangka Waktu

=

Dokumen IMB/PPG (lzin Mendinkan
Bangunan/ Persetiyjuan
Pembangunan Gedung| milik BMD

. Pasal 17 huruf e Undang-Undang

Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/ Daerah Pasal 42 dan 44

. Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor

218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara
Penyimpanan Dokumen Kepemilikan
Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32

Dapat disalahgunakan
oleh pihak-pihak yang
tidak bertanggungjawab

Terbatas selama
bangunan masth
berstatus sebagai aset
aktif pemerintah dan
belum dilakukan
penghapusan atau
perubahan status
kepemilikan secara resmi
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No

Jenis Informasi

Dasar Hukum Pengecualian Infromasi

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik

Dibuka

I

Ditutup

Jangka Waktu

V.

Pengadaan Barang dan Jasa

1 Dokumen penawaran penyediaan

UU No. 30 tahun 2000 tentang rahasia
dagang

Publikasi dokumen
penawaran penyedia
sebelum waktu
pembukaan penawaran
melanggar prinsip
kerahasiaan
perdagangan, yang
berpotensi menggagalkan
tender, konsekuensinya
meliputi sanksi
administrasi, pembatalan
tender, hingga masuk
daftar hitam.

Menjaga kerahasiaan
dokumen

Terbatas sampa: dengan
seluruh tahapan
penyediaan selesai

2 Proses pengadaan yang sedang
benjalan

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal
17 huruf (b)

Mengganggu kepentingan
perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan
perlindungan dari
persaingan usaha yang
tidak sehat.

Menjaga kerahasiaan
dokumen

Terbatas sampai dengan
seluruh tahapan
penyediaan selesail

3 Dokumen Kontrak

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP
Pasal 17 huruf (5) dan huruf (j).

2. Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta
perubahannya

Penyalahgunaan
dokumen oleh pihak lain

Menjaga kerahasiaan
dokumen

Terbatas sampai dengan
seluruh tahapan
penyediaan selesai

4 HPS (Harga Perkiraan Sendiri)

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP
Pasal 17 huruf i dan hurufj.

2. Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta
perubahannya.

3. Perpres No. 54 tahun 2010

Merugikan proses
penyusunan kebyjakan
Karena adanya
pengungkapan secara
system (informasi apabila
menimbulkan penilaian
tidak Objektif)

Efisiensi anggaran Karena
diperoleh penawaran yang
wajar

Terbatas sampai dengan
seluruh tahapan

penyediaan selesai
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No

Jenis Informasi

Dasar Hukum Pengecualian Infromasi

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik

Jangka Waktu

Dibuka

Ditutup

5 Benta Acara Pemenksaan
Barang/jasa

UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP Pasal
1 angka 2

Mengungkap data
perusahaan yang bersifat
rahasia

Melindung: data
perusahaan yang bersifat
rahasia

Tidak Terbatas

6 Dokumen pengadaan barang/jasa

yang masih dalam proses

1. Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan infromasi
publik.

2. Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 tahun
2010 tentang pengadaan barang dan
jasa pemerintah dan perubahannya

Apabila dibuka dan
diberikan dapat
mengganggu
perlindungan dan
persaingan usaha tidak
sehat

Terbatas sampai dengan
seluruh tahapan
penyediaan selesai

7 Dokumen pengadaan barang/jasa
{(Kontrak lengkap, dokumen
penawaran, HPS sebelum
pengumuman, serta dokumen
evaluasi pengadaan)

UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal
17 huruf b

Mengganggu kepentingan
perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan
perlindungan dan
persaingan usaha yang
tidak sehat serta rahasia
dagang

b

Menjaga objektifitas
penilaian dokumen

[

Melindungi data
terkait hasil-hasil
evaluasi sehubungan
dengan kapabilitas,
intelektualitas dan
rekomendasi
kemampuan
seseorang/
perusahaan.

3. Melindung hak atas
kekayaan imtlektual

4. Menjaga persaingan
usaha yang schat

Terbatas sampai dengan
seluruh tahapan
penyediaan selesai

8 Dokumen proses evaluasi pengadaan
barang/jasa (berita acara haail
pelelangan /seleksi, laporan hasil
evaluas)

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal
17 huruf bdan h

Terbatas sampai dengan
seluruh tahapan
penyediaan selesai
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Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik

Jangka Waktu

No Jenis Informasi Dasar Hukum Pengecualian Infromast Dibuka Ditutup
9 Dokumen Kerja Sama yang UU KIP Pasal 17 huruf b & i Pelanggaran kontrak Mengurangi keterbukaan |Terbatas sesuai dengan
Mengandung Klausul Rahasia kerja sama pemerintah, |kesepakatan mitra

tetapi menghindari
pelanggaran kontrak dan
menjaga kepercayaan
mitra.

V. [Data Medis

1  Data rekam medis dan data pasien
(kecuali nama inisial dan alamat
pasien, serta data identitas pasien
yang menjadi korban bencana
alam /KLB)

UU Kesehatan No, 17 Tahun 2023, UU No
27 Tahun 2022 tentang perlindungan data
pribadi (PDP) dan Permenkes No. 24 tahun
2022 tentang rekam medis, UU No. 14
tahun 2008 tentang KIP huruf (h)

Publikasi data rekam
medis tanpa 1zin
merupakan pelanggaran
privasi serius yang
berakibat pada sangsi
hukum (pidana, perdata,
administrasi) bagi tenaga
kesehatan/RS.
Dampaknya mencakup
kerugian moral bagi
pasien, potensi
penyalahgunaan data,
hilangnya kepercayaan
diri masyarkat.

Perlindungan hak privasi
pasien, kepatuhan
terhadap Hukum (UU
Kesehatan dan PDP),
serta menjaga
kepercayean pasien
terhadap fasilitas
kesehatan. Kebocoran
data justru dapat
berakibat fatal, seperti
tuntutan hukum hingga
denda

Tidak terbatas

2  Proses pengadaan yang sedang
berjalan

UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tentang
kesehatan, UU No. 27 Tahun 2022 tentang
perlindungan data pribadi (PDP}, UU No.
14 Tahun 2008 tentang KIP huruf (h)

Publikasi data kondisi
kesehatan tanpa 1zin
merupakan pelanggaran
privasi serius yang
berakibat pada sangsi
hukum (pidana, perdata,
administrasi) bagi tenaga
kesehatan/RS.
Dampaknya mencakup
kerugian moril bagi
pasien, potensi penyalah
gunaan data, hilangnya
kepercayaan masyarakat

Perlindungan hak privasi
pasien, kepatuhan
terhadap hukum (UU
kesehatan & PDP), serta
menjaga kepercayaan
pasien terhadap fasilitas
kesehatn, kebocoran data
justru dapat berakibat
fatal, seperti tuntutan
hukum hingga denda.

Tidak terbatas
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Dasar Hukum Pengecualian Infromasi

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik

Dibuka

Ditutup

Jangka Waktu

3 Hasi pemeniksaan khusus (riwayat
hasil tes penyakit pandemi, penyakit
menular atau HIV)

UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, UU No
27 Tahun 2022 tentang perlindungan data
pribadi (PDP) dan Permenkes No. 24 tahun
2022 tentang rekam medis, UU No. 14
tahun 2008 tentang KIP huruf (h)

Publikasi data hasil
pemeriksaan penyakit
tampa izin merupakan
pelanggaran privasi
serius yang berakibat
pada sanksi hukum
(pidana, perdata,
administrasi) bagi tenaga
kesehatan/RS.
Dampaknya mencakup
kerugian moral bagi
pasien, potensi penyalah
gunaan data, hilangnya
kepercayaan masyarakat.

Perlindungan hak privasi
pasien, kepatuhan
terhadap hukum (UU
kesehatan 8 PDP), serta
menjaga kepercayaan
pasien terhadap fasilitas
kesehatan, kebocoran
data justru dapat
berakibat fatal, seperti
tuntutan hukum hingga
pidana.

Tidak terbatas

4 Data administrasi pasien

UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, UU No
27 Tahun 2022 tentang perlindungan data
pribadi (PDP) dan Permenkes No. 24 tahun
2022 tentang rekam medis, UU No. 14
tahun 2008 tentang KIP huruf (h)

Jika ada administrasi
pasien tidak dikelola
dengan benar (kesalahan
infput, duplikai atau
kebocoran) meliputi
resiko fatal keselamatan
pasien (salah prosedur],
layanan terhambat, serta
sanksi hukum dan denda
bagi fasilitas kesehatan.
Ini berdampak pada
akurasi rekamedis,
memperlambat klaim,
dan melanggar hak
privasi pasien

Perlindungan hak privasi
pasien, kepatuhan
terhadap hukum (UU
kesehatan & PDP), serta
menjaga kepercayaan
pasien terhadap fasilitas
kesehatan, Kebocoran
data justru dapat
berakibat fatal, seperti
tuntutan hukum hingga
denda.

Tidak terbatas

S5 Data Hutang Pasien

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal
17 huruf h

Pelanggaran mengungkap
rahasia dan kondisi

Melindung kerahasiaan
pribadi terkait kondisi
keuangan seseorang

Tidak Terbatas
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Konsekuensi/Pertimbangan Bag: Publik

Jangka Waktu

No Jenis Informasi Dasar Hukum Pengecualian Infromasi Dibuka Ditutup
6 Haml Visum dan Data MCU UU Kesehatan No, 17 Tahun 2023 tentang [Mengungkap data pasien [Melindung data pasien  [Twdak terbatas
keschatan, dan Permenkes Rl No. 24 yang bersifat rahasia
tahun 2022 tentang rekam medis
7  Inmden keselatan pasien 1. UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 Petugas menjadi enggan |Menurunkan angka [Tidak Terbatas
tentang keschatan melapor KTD , KNC insiden KTD, KNC, serta
mengoreksi sistem dalam
rangka menmgkatkan
meningkatican
kesclamatan pasien dan
tidak untuk menyalahkan
orang (Non Blamng
2. UU no. 14 tahun 2008 tentang KIP
pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j
8 Laporan Penggunaan Narkoba dan  |UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tentang |Mengungkap data pasien |Melindung: data pasien | Tidak terbatas
Peikotropika kesehatan yang bersifat rahasia
9 Dokumen perjanjan abh materas UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal [Dapat disalahgunakan Melindung kerashasian  [Tidak terbatas
pengiriman spesimen klinik, materi |17 huruf h untuk kepentingan pihak |dokumen
biohipk dan muatan informasinya tertentu yang bukan
menjadi kewenangannya
10 Dokumen jasa pelayanan UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal |Dapat disalahgunakan | Melindung Kerabasaan | Terbatas sampas dokumen
17 hurul h untuk kepentingan pihak {pribadi terkait tambahan [selesal & auda
tertentu yang bukan penghasilan pegawm
menjadi kewenangannya
VI, [Hal Yang Data DPRD
T Notulen rapat / risalah rapat / kertas| 1. Pasal 17 hurul & dan h UU R No. 14 |Berpotens: keaalah Meryaga dan memamun | Terbatas sampa: teiah
kerya (apabula egends rapat tertutup tahun 2008 tentang keterbukaan pahaman kerahasiaan mnfcrmasi  [dinyatakan terbuka dalam
infromasi publik informasi publik karena beradat rahana pervidangan untuk
dalam pembahasan. sehungga dapat umum/
menciptakan situas: -
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Dasar Hukum Pengecualian Infromasi

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik

Jangka Waktu

Dibuka

Ditutup

2. Pasal 342 UU RI No. 17 Tahun 2014
Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

Terlanggar hak
imunitas Dewan

yang kondusif dalam

pembahasan sebelum
disampaikan kepada

publik

pedoman jadwal retensi
arsip (JRA)

3. Pasal 66 ayat 3 hurufi UU RI No. 43
tahun 2009 tentang kearsipan

4. Pasal 90 Peraturan Pemerintah RI No.
12 Tahun 2018 tentang pedoman
penyusunan tata tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Kabupaten dan Kota

Perlindungan terhadap
dokumen-dokumen yang
sifatnya rahasia

2  Audio / rekaman rapat (apabila

egenda rapat tertutup)

1. Pasal 17 huruf a dan h UU RI No. 14
tahun 2008 tentang keterbukaan
infromasi publik

Berpotensi kesalah
pahaman terhadap
informasi publik karena
dalam pembahasan

Menjaga dan
menjamin
kerahasiaan informasi
yvang bersifat rahasia
sehingga dapat
menciptakan situasi

Terbatas sampati telah
dinyatakan terbuka dalam
persidangan untuk
umum/ pedoman jadwal
retensi arsip (JRA)

4. Pasal 90 Peraturan Pemerintah RI No.
12 Tahun 2018 tentang pedoman
penyusunan tata tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Kabupaten dan Kota.

yang kondusif dalam
pembahasan sebelum
disampaikan kepada
publik
2. Pasal 342 UU RI No. 17 Tahun 2014 Terlanggar hak
Tentang Majelis Permusyawaratan imunitas Dewan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pasal 66 ayat 3 huruf i UU RI No. 43 Perlindungan terhadap
tahun 2009 tentang kearsipan dokumen-dokumen yang
sifatnya rahasia
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e R y ) Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
No Jenis Informasi Dasar Hukum Pengecualian Infromasi Dibuka Ditutup
3 Laporan keuangan 1. Pasal 17 huruf a dan h UU RI No. 14  |Terungkapnya dokumen- |Informasi yang tidak Terbatas sampai dokumen
tahun 2008 tentang keterbukaan dokumen yang sifatnya |boleh diungkapkan selesai di audit
infromasi publik dirahasiakan berdasarkan UU
2. Pasal 31 ayat (1) UU No. 17 Tahun
2003 tentang keuangan negara
3. Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun
2018 tentang pedoman penyusunan
tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
4 Konfigurasi database dan aplikasi 1. Pasal hurufa dan h UU RI No, 14 Dapat membahayakan Terjaganya keamanan Menyesuaikan dengan
serta username dan password tahun 2008 tentang keterbukaan keamanan badan publik |badan publik pedoman jadwal retensi
infromasi publik arsip (JRA)
2. UU no. 11 tahun 2008 tentang ITE
sebagai mana telah diubah tahun 2016
tentang perubahan atas UU No. 11
tahun 2008 tentang ITE
S Data pribadi anggota DPRD dan 1. Pasal 85 UU No. 23 tahun 2006 Dapat menimbulkan Melindungi data dan Terbatas sampai
pegawai dalam dokumen tentang administrasi kependudukan penyalahgunaan data infromasi pribadi mendapatkan persetujuan
administrasi dan database sistem informasi pribadi tertulis dan yang
informasi (!Fecuali nama, tempat 2. UU No. 19 tahun 2016 tentang seseorang bersangkutan
tanggal lahir, dan alamat) perubahan atas perubahan UU No. 11
tahun 2008 tentang informasi
transaksi elektronik
VIL. |Pemeriksaan Laporan Kegiatan
1  Hasil Pemeriksaan kasus dan laporan| 1. Pasal 17 huruf a dan huruf | UU No. 14 |Penyalahgunaan oleh Melindungi data rahasia [Tidak terbatas
tindak lanjut hasil pemeriksaan yang tahun 2008 tentang Keterbukaan pihak lain, merugikan pribadi, menghambat
belum diserahkan ke Badan Informasi Publik proses penyusunan pemeriksaan dan menjaga
Pemeriksa Keuangan (BPK) kebijakan karena adanya [rahasta dokumen
2. UU No.15 tahun 2004 tentang pRlgunpraman
Pemeriksaan Pengelolaan dan ﬁ:::;;:;;a ta:::a bt
Tanggungjawab Keuangan Negara penyelesaian kerigian
negara, dapat
mengungkap data
rahasia pribadi

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

